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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Menimbang : a, bohwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1990, sebagian urusan Pemerintah dalam bidang
lalu lintas dan angkutan jalan telah diserahkan kepada

. Daerah Tingkat Ii ;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran
penyelenggaraan tugas-tugas di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan di wilayah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat 1| Magelang, dipandang perlu menetapkan
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat i
Magelang ;

c. bahwa penetapan tersebut perlu dituangkan dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Maerah Tingkat |
- Magelang.
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Mengingat : 1. Undang Undang Nomeor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan

Pemerintah, Nomor 32 Tahun 1950 fertang

/1 pemblentukan  Daerah-daerah  Kabupaten ;Délam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; , !

ngok-

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 fenidng,
pokok Pemerinlahan di Daerah (Lembaron Negara
i w. Tahun*1974 Normor 387 Témbahan "[Eﬁ&?ﬁﬁ‘mgur‘
Nomor 3037) ; '

3. Undang:Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3480) ;

4, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 teniang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah
Tingkat | dan Daerah Tingkat i

5. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 fentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengen filik berat
pada Daerah Tingkat I ;

6. Kepuiusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990, tentang Pelc:ksu.
Nomor 95 Tahun 1990

an Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan pemerintah Dalam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah

Tingkat | dan Daerah Tingkat Il ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 39 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
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8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor é1 Tahun 1993
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat | dan Dinas
Lalv Lintas Dan Angkulan Jalan Daerah Tingkat JI.. :

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Darah ﬁnbupafen Daerah
Tingkat I| Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT i
MAGELANG TENTANG. PEMBENTUKAN, ORGANMISASI DAN
TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG. : '

'

‘ BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1|
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Tingkat | adalah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

t @emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |
Magelang ;

c. Bupali Kepala Daerah adaloah Bupati Kepala Daerah Tingkat |l
Maogelang ;

d. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat | Magelang ;

e. Kabupalen adalah Kabupalen Daerah Tingkat | Magelang

f. Dinas Lalv Linlas dan Angkutan jalan adalah Dinas Lalu Unlas don
Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang ;

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Anghutan jalan
kabupaten Daerah Tingkal Il Magelang ;
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h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan uniuk para
pejabat fungsional yaitu segenap personil Dinas yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atav kelrampilan
tertentu yang bersifal mandiri sesval bidang tugas dinas ;

i. Tugas Pembantuan adalah tugas unluk turut serta dalam meloksanakan
lugas pemerintahan yang dilugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh
Pemerintah Pusat alau Pemerinlah Daerah Tingkat | dengan kewdjiban
memperianggung jawabkan kepada yang menugaskannya ;

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai
unsur Pelaksana Dinas Llalu Lintas dan Angkutan Jaolon yang G
melaksanakan sebagian tugas operasional tertentu Dinas di lapongan ;

- BABII
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengon Peraturan Daerah ini dibenluk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal '3

(1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jolan adaloh unsur pelaksana :
Pemeriniah Daerah yang dibeniuk berdasarkan penyerahan sebagian .
urusan pemeriniahan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
diserahkan kepada Daerah dan fugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerinlah Pusatl dan Pemerintah Daerah Tingkat |,

(2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinos yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
Kepala Daerah.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 4

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyci tugas pokok
menyelenggarakan sebagian vrusan rumah langga Daerah dolom bidang
lalu lintas dan angkutan jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat |,

Pasal §
®

Untuk menyelenggarakan lugas tersebul pada Pasal 4 Percturan
Daerah ini, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

Q. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijoksancan yong
ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengan ;

b. melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijcksonaan yang
ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

<. melaksanakan pembinaan operasional sesuvai kebijaksanacn yong
ditetapkan cleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV
POLA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pola Organisasi

u’ Pasal 6

(1) Organisasi Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jolan gitetapkan polo
maksimal.

(2) Pola Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana
tersebul pada ayat (1) disusun berdasorkan volume dan beban keda
Pemeriniah Daerah Kobupaten Daerah Tingkat || Mageiang dolam
bidang lalu lintas dan angkutan jalan,
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Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Lalv Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari -

a.
b.

T@ =0 a0

Kepala Dinas ;

Sub Bagian Tala Usaha ;

Seksi Lalv Lintas ;

Seksi Angkutan ;

Seksi Teknis Sarana dan Prasarana ;

Seksi Pengendalion Operasional ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas ; .
Kelompok Jabalan Fungsional,

{2) Bagen Orgonisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jelan sebagaimanac
tersebut dolom Lompiran yong merupakan bagion lidok terpisahkan
dori Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepalo Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
sebagaimana fersebut dalam Pasal 4 dan § Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9 .

Sub Bogian Tota Usaha mempunyal tugas melakuvken koorginas
penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan kepegawaion
kevangon, rumah tongga, perlengkapan, hubungan masyarakal gan sura?
menyvrot dinas, profokol dan penyusunan laporan dinas.

b. melaksanakan vrusan kevangan ;

c. meloksanakan vwrusan kepegawalian ;

d. melaksanakan vurusan rumah langga, pedengkapan, protokol,
hubungan masyorakat dan sural menyural Dinas.
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Pasal 11

sub Bagian Tata Usaha terdir dari :
Urusan program ;

Urusan Kevangan ;

Urusan Kepegawaian ;

Urusan Umum,

. Pasal 12

(1) Uruson Progrom mempunyoi lugas mengkoordinasixan penyusunar
progrom kesja Dinos, pengumpulan don pengolahon dato, sera

ange

pembuatan laporan.

{2) Urusan Keuangan mempunyai tugas meickukan pengaicloon
kevangan, :

(3) Uruson Kepegawaion mempunyai fugas melgkukan pengsicioor
kepegowaian.

{(4) Urusan Umum mempunyoi tugas melokukon pengsloicen wusan
rumeh tangga, perlengkapan, sural menyurat, hubungan masycrokat
dan protokol. PN, . )

Bagian Keempal
, Seksi Lalu Lintas

Pasal 13

Seksi Lol Unftas mempunyai ugas menyiopkan pembinaan
manajemen dan rekayasa loly lintas di jolan Kabupalen, di olon Progins
dan jolan Nasional yang berada di lbukota Kobupalen serta bimbingon
keselamatan di bidang lalu lintas sesval dengan kelenluon pecaturan

perundang-undangan yang bedaku.
Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh secrang Kepaka

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas lersebul padao Pasal 13, Seksi Lalu
Lintas mempunyai fungsi :

a. menylapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan  dan
pengendalian lalu lintas di jolan Kabupalen, Jalan Propinsi dan jalan
Nasional di Ibukota Kabupaten.

b. menyiapkan perencanaan kebuluhan, pengadaan dan pemeliharaa
rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alal pemberi isyarat lalu
lintas di Jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di ibukota

Kabupaien.

c. menyiapkan bimbingan dan penyuvluhan kepada masyarakat
mengenai keselamatan lalv lintas dan angkutan jalan sesuai dengan

ketlenivan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 15

Seksi Lalu Lintas terdiri dari :
a. Sub Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
b. Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
c. Sub Seksi Bimbingan Keselamatan.

Pasal 16

(1) Sub Seksi Manajemen Lalu Linlas mempunyal tugas menyiapka
perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas
di jalan Kabupalen, jalan Propinsi dan jalan Nasional di lbukota
Kaebupalen,

(2) Sub Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyal tugas menyiopkan
perencanaon  kebutuhan,  pengadaan, penempatan dan
pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi
isyarat lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional
di lbukota Kabupaten.
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(3) Sub Seksi Bimbingan Keselomatan mempunyai fugas menyiapkan
bimbingan dan penyuluhan pada masyarakal mengenai keselamatan
lalu lintas dan angkutan jalan sesvai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Seksi Angkutan

Pasal 17

Seksi Angkulan mempunyai fugas menyiapkan pembinaon |
manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan knusus yang
seluruhnya berada di dalam wilayah Kabupaten, berdasarkan percturan
perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Seksi Angkuian
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan pemberion bimbingan, ijin pengangkutan orang, dan
. pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;

b. menylapkan pemberian bimbingan, fin pengangkulanf barang dan
pengawascn pengangkutan barang ;

€. menyiapkan pemberian bimbingan, ijin pengangkulan orang dan atau
barang fertentu yang bersifal khusus. ;

) -
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N
Pasal 19
Seksi Angkutan ferdiri dari :

a. Sub Seksi Angkutan Orang ;
b. Sub Seksi Angkutan Barang ;
c. Sub Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 20 .

(1) Sub Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan pemberian
bimbingan  ijin  pengangkutan orang dan pengawason
penyelenggaraan pengangkutan orang di dalam daerah.

[2) Sub Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan bimbingan
ijin pengangkutan barang, dan pengawasan pengangkutan barang,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(3) Sub Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian
bimbingan ijin pengangkutan orang dan atau barang terteniu yang
bersifat khusus sesual dengan kelentuan perundang-undangan yang

berlaku.

Bagian Keenam
Seksi Teknik Sarana dan Prasarana .

Pasal 21

Seksi Teknik Sarana dan prasarana mempunyal tugas menyiapkan
bohan pembinaan inveniarisasi, pembinaan perbengkelan uvmum,
penalaan jjin pendirian bengkel umum, penunjukan, pengelolaan,
pemeliharaan, pepgembangan lerminal, halte, tempal penyeberangan,
jembatan penyeberangan dan perparkiran.

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala.
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Pasal 22

Untuk menyelenggorakan tugas tersebut pada Pasal 21, Seksi Teknik
Sarana dan Prasarana mempunyal fungsi :

d. menyiapkan bohan bimbingan, periinan bengkel umum serta
pengaturan dan pengendalian susunan alat fambahon pada
kendaraan penumpang umum.

b. menyiopkan bahan penunjukan lokasi ferminal dan halie,
pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pemelinarcon fisik dan
pengendalian keteriiban terminal, halle, tempol pﬂfkﬂ" serta jembatian

penyeberangan.

Pasal 23

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan ;

Sub Seksi Terminal ;

c. Sub Seksi Perparklrun.

oo

Pasal 24

(1) Sub Seksi Kendaraan dan Perbengkelan mempunyai tugas menyiapkon
bimbingan, periinan bengkel umum serta pengaturan dan
pengendalian susunan alal tambahan pada kendaraan penumpang
uvmum.

(2) Sub Seksi Terminal mempunyai tugas menyiapkan perencancan

penunjukan lokasi, pembangunan, pengembangan, pengeloican,
pemeliharaan fisik serta pengendalian ketertiban terminal dan haite.

[3) Sub Seksi Perparkiran mempunyal tugas menyiapkan pérencanaan
penunjukan lokasl, pembangunan, pengembangan, pengelolaan,
pemeliharaan fisik fempal parkir dan jembatan penyeberangan serta
pengendalian ketertiban. N\ N,
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e o e — - BOGIAN-Kelujuh
. Seksi Pengendalian Operasional
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Seksi Pengkhdalian M asforial fhempunvui lugas menyiapkan

pembinaan, pengumpulan, analisis dan evalvasi data bidang lelu lintos
dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan dan analisis data
kecelakaan, menyusun data daerah rawan kecelakaan, menyiapkan
program penanggulangan kecelakaan lalv linfas serto malakuka».
pemantavan hasil kegialan penertiban, menyiapkan program penerfiban
dan keordinasi penertiban lalu lintas dan angkutan, »

Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepaia.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasai 25 Peraturan

Daerah ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

noo

menyiapkan bahan pembinucm dan pengeloiaan data operasional
dan data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ;
melaksanakan pemantauan dan analisis kecelakaan lalu lintas seria

usulan penanggulangannya ;
menyiapkan penilaian program operasional penertiban lalu lintas dan

angkutan seria pengendaliannya. . 0

Pasal 27

Seksi Pengendalian Operasional ferdiri dari
Sub Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data ;

Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Laly Lintas ;
Sub Seksi Ketertiban Lalv Lintas dan Angkutan.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 28

(1) Sub Seksi Pengumpuian dan Pengolohan Data mempunyai tugos
menyiapkan bahan pembinaan dan pengolahan data operasional
dan dala kecelakaan lalv lintas dan angkutan jalan,

(2) Sub Seksi Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas mempunyoi tugas
memaniav dan menganalisis data kecelakaan lalu lintas serta usuion
' . penanggulangannya.

[3) Sub Seksi Keterliban Lalv Lintas dan Angkulan mempuryai fugas
menyiopkan bahan penilaian dan penyusunon progrom operasional
penertiban lalu lintas dan angkutan serta pengendaliannya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 29
(1) Unii Peinkhnn Teknis Dinas adalah vnsur pelaksana teknis Dinas yang
mempunyai fugas melaksanakan sebagian tugas Dinas o bidong
terminal dan perparkiran.
{2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepaia Unit
. Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawan dan beranggung
jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 30
Pembeniukan Unil Pelaksana Teknis Dinas Lalu Linlas dan Angkutan

Jalon dapat dilaksanakan sefelah kondisi Dinas memenuhi kiteria tertentu
yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri,
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Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksonakan
kegiatan feknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian

masing-masing.
Pasal 32 .

(1) Kelompok Jabatan Fungsional ferdiri dari sejumloh fenoge dolam
jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bowan dan
bertanggung jowab kepada Kepala Dinas dan atau kepaia Urnit
Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

(2} Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi alas kelompok dan sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumiah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifaf, jenis don
beban kerja.

(4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsionui dilaksanakan sesval dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Unit Peloksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masijng-masing mavpun anlar satuan organisasi sesual
dengan tugas masing-masing.
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(2) Dalam hubungannya dengan Dinas Lolu Lintas dan Angkulan Jolon
Daerah Tingkat |, Dinas Laolu Linlas don  Angkuton Jolon
menyelenggarakan koordinasl secara fungsional,

Pasal 34

(1) Kepala Dinas melaksanakan lugasnya berdasarkan kebijck sanaon
yang diletapkan oleh Bupali Kepala Daerah,

[2) Kepala Dinas Lalu Llintas dan Angkulan Jalon perkewdiioon
memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengowasl
pekerfjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksancan yang berodao
dalam lingkungan dinasnya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagion don Xepola Seks
berado di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Kepala
Uruson berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepcia Sud
Bogian sedangkan Kepala Sub Seksi berada di bawah dan berlanggung

jowab kepada Kepala Seksi.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 34
Pengangkatan dan pemberhentian pejabal-pejabat pada Dinas Lalv

Lintas dan Angkulan Jalan dan hal-hal kepegawalan lainnya allaksanakan
sesual ketentuan yang berlaku,

Dipindai dengan CamScanner



" o
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 37
(1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Dinos Lelu

Lintas dan Angkutan Jalan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupalten Daerch Tingkat Il Magelang.

[2) Dengan tigak mengurangi kelentuan tersebut ayat (i) Pasal ini, Q
kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diberikan bartuan
lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch
Tingkat |, Anggaran Pendapatan dan belanja Negara don sumber-
sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan yang beriaku.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 38

Dalam hal terdapat perkembangan penyerahan sebagicn urusan
pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat | kepada Pemerintah Daesah Tingkat
I, Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalon ini telap berlaku dan
apabilo dipandang perlu dapat disesuaikan berdasarkan pada Peraiuran

perundang-undangan yang berlaku. .

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Hal-hal yang belaum dialur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenal pelaksanaannya akan diatur lersendiri oleh Bupati Kepala
Daeragh.
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Peraturan Daerah ini mulal berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraluran Daerah inl dengan penempalannya dalom
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal Il Magelang.

_ Ditetapkan di Kota Mungkid.
. Pada tanggal 19 Nopember 1995.

DPRD BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i
KABUPATEN DATI Il MAGELANG MAGELANG
KETUA

TTD TTD

SOEGIHARDJO KA R DI

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jowa Tengah

Tanggal 17 Mei 1996 Nomor : 188.3/114/1996
' An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT |
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
Id.

SUTJI ASTOTO, SH,

Pembina
NIP. 010 088 157. \

Dipindai dengan CamScanner
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Divndangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang
Nomor 8 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mel 1994
Seri D ; Nomor 5

Ymt, Sekretaris Wilayah / Daerah

tdl. ¢

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 440.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN
' JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

I PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dncs Law
Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerch Tingkat
Magelang.

Peraturan Daerah ini lerbil sebagai akibat dikeluarkonnya Percturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusen
Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkuton Jaian kecace
Doerah Tingkal | don Daerah Tingkat I,

Sebogai tindak lanjul pelaksanaannya di Daerah Tingkat I| Mageiang
felah dikeluarkan Keputusan Bupati Kepola Daerah Tingkat | Magesiong
Nomor : 188.4/38/Kep/02.1991 tanggal 11 Mei 1991 tentang kesecioon
menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan ¢l Bideng Lol

: Lintas dan Angkulan Jalan,

’ Dengan semakin luas dan berkembangnya peloksnocan tugos
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarokaton
sebogal akibat keberhasilan di dalam pembangunan ilv sendii sspert
meningkatnya pendapatan/kesejahteraan, pendidkon can  iimw
pengetohuan/ieknologi maka DLLAJ diharopkon dapal menampen
dan memberikan pelayanan dalom bidang lalv Fnlas don jase
angkulan jalan secara oplimal pada semua pihak,
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-, dehwbungan - dengar  hal feriebul, bahwa dalam rangkq
meningkatkan k2lancaran  penyelenggaraan Pemerintahan  don
pembangunan di Daerah Tingkat Il secara berdaya guna dan berhasil
guna, khususnye tugas-‘vges di bidang |alu linfas dan angkulan jaian,
maka periv dibeniuk Organisasl dan Tate Kerja Dinas laly Lintas dan
Angkutan ;aian kabupalen Daerah Tingkat || Magelang, yang mengacu
pada Peraturcin Pemerintah Noimor 22 Tahun 1990 fentang Penyerahan
sebagian Urusan Pemerintahan kepada Daoerah Tingkat | dan Daerah
lingkat il serla berpedoman kepada Kepulusan Menteri Dalam New
Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisast Dinas Doerah
Kepulusan menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang
Pedoman Organisasi dan Tala Kerjo Dinas lalu Linlas dan Angkuion
Jaian Daerah Tingkaot Il

Dengan demikian maka setelah ditetapkannya Peraturan Dasah ini,
maka semua perafuran-peraturan dan ketentuan-ketentuan Iagin
sebelumnya mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan
Argltutan jolon Kabupaten Daerch Tingkat || Magelaong sudah fidck

beriaky lagi.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jolan Daerah Tingkat i

adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dala
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah
dan bertanggung jowab kepada Bupcli Kepala
Daerah.
Pembinaan dan pengawasan feknik di bawah
tanggung jawab Perintah alasan dalam hal ini Menteri
Perhubungan, sedang secara faktik operasional di
bawah Bupall Kepala Daerah,
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pasal 3 : Dinas Lolu Lintas dan Angkutan .Jalan mempunyai
- lugas pokok menyelenggarakan sebagian vrusan
rumah tanggao daerah dalom bidang Lalu Lintas dan
angkutan  jalan, melipull  pembinaan  feknis
berdasarkan kebijaksanaan Menleri Perhubungan,
pembinaan umum berdasorkan  kebijaksanoan
Gubernur Kepala Daerah dan pembinaan operasionol
sesuai kebijaksanaan Bupali Kepala Daerah.

imi 45d.7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Sub Bagian Tala Usaha mempunyai fugas :
- melakukan koordinasl di dalam - penyusunan
program kerja Dinas, pengumpulan dan pengalahan
data serta pelaporan Dinas.. .
- Melaksanakan urusan keuvangan, urusan kepegawai

an, uvrusan rumah tangga perlengkapan, protokol,
' hubulngun masyarakat dan sural menyurat Dinas.

Pasal 9 s5d. 11 : Cukupjelas.

Pasal 12 - Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas :
- menyiopkan perencanaan, pengaiuran, pengawas
an dan pengendalian lalu lintas di jalan Kabupaten,
Propinsi dan Jalan Nasional di dalom Kabupeten /
Wilayah Kabupaten.
- menyiopkan perencanacn kebuluhan-kebuiuhan,

' pengadaan, penempatan dan pemeliharoan

: rambu-rambu lalu lintas, morka jalan dan alat

pemberi lsyaratl lalu lintas di jalkan Kabupaten,
Propinsi dan jalan Nasional di wilayah Kabupaten.
Dalam hal Ini peloksangannya  fidak boleh
menghambal kelancaran arus lalv  lintas dan
angkutan terulama pada jaringan jalon lintas
reglonal dan nasional serfa unluk  mencegah

kegaduhan-kegaduhan yang mengganggu
lingkungan,
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- menyiapkan bimbingan dan pengorohan pada
masyarakal mengenal keselamaoton lolu lintas dan
angkutan jalan, dengan meningkatkan kesadaran,
ketertiban dan kedisiplinan berlalu lintas sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pasal 13sd. 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 » Seksi  Angkutan ' mempunyai fugas menyiapkan
pembinaan manajemen angkutan, baikx angkutan
orang, barang  maupun '‘angkutan khusus dengan
menyiapkan ~pemberian bimbingon dan  in
pengangkutan dan pengawasannya.

Pasal 17sd. 19 < Cukup jelas.

Pasal 20 : Seksi Teknik Sarana dan Perluasan mempunyai fugas
menyiapkan bahan pembinaan inventariscsi, pem
binaan dan penataan fjin pendirian pembengksian
umum, penunjukan lokasi, pengelolaan, pemeliharaan
seria pengembangan terminal / halte dan tempat /
jembatan penyeberangan dan parkir.

Dalam hal ini yang dimaksud menunjuk atau menen
fukan lokasi serta mengatur ketertiban dan kelancaran
serfa kelancaran lalu linias dan angkutan jalan. |

Pasal 21 sd.23 : Cukupjelas. .

Pasal 24 : Seksi Pengendalian Operasional, mempunyai tugas
menyiapkan pembinaan, pengumpulan, analisis dan
evalvasi dala di bidang lalu lintkas meliputi data
operasional, data kecelakaan lalu lintas dan angkutan
jalan sebagal bahan untuk pembinaan, pemantavan,
analisis dan penanggulangannya, serta penilaian
program operasional penerliban dan pengendalian
lalu lintas dan angkulan.
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Pasal 25sd. 27

Pasal 28

. Pasal 28 sd. 30

Pasal 31

Pasal 32 sd. 39

-93.

: Cukup jelas.

: - Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah sebagai

unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan,

- Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang

Kepala UPTD yang berada di bowah dan
berlanggung jawab kepado Kepola Dings.

: Cukup jelas.

: - Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dori sejumich

tenaga ahli yang secara operasional berfugas
menangani kegiatan-kegiatan teknis ferlentu di
bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan
bidang keahliannyayang di dalam pelaksancannya
bertanggung jawab kepado Kepala Dinas aiou
Kepala UPTD.

Pimpinan tenaga fungsional ditunjuk oleh Bupatl
Kepala Daerah dari tenaga fungsional senior yang
ada di lingkungan Dinas yang bersangkuian yang
bertanggung jawab kepada Kepcla Dinas aiau
Kepala UPTD yang bersangkutan.

: Cukup jelas.
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BAGAN ORGANISAS! LAMFIRAN : PERATURAN DAERAH KADUPATEN DAERAM
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TINGKAT It MAGELANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 1995
( POLA MAKSIMAL ) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KASUPATEN
DAERAH TINGKAT Il MAGELANG.
KEPALA DINAS
I |
KELOMPOK SUB BAGIAN |
JABATAN FUNGSIONAL TATA USAHA |
URUSAN URUSAN URUSAN || URUSAN
PROGRAM || KEUANGAN | |KEPEGAWAIAN| | UMUM
SEKSI } SEKSI SEKSI TEKNIK SARANA SEKSI PENGENDALIAN
LALU LINTAS ANGKUTAN DAN PRASARANA OPERASIONAL |
! SUBSEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKS! |
. MANAJEMEN ANGEUTAN KENDARAAN PENGLUMFULAN f
| LALULINTAS ORANG DAN PERBENGKELAN DAN PENGOLAHAN DATA |
| SUBSEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI SUBSERSL | |
, REKAYASA ANGKUTAN TEHNIK PENANGGULANGAN KECE |
' LALULINTAS BARANG TERMINAL LAKAAN EALULINTAS |
' SEKSI s SUD SEKSI SUB SERSt
E?'.\J‘!BBWGAH l Efgﬂm | PERPARKIRAN ( {KEFEE‘H‘E:-.E: :—'\:-. l_;.,: IAS \
__KESELAMATAN | kmusus | DAN ANGKUTAN |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

R T

UPTD ]

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT i

MAGELANG

KABUPATEN DAERAH TINGKAT ll MAGELANG

KETUA

SUGIHARDJO
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